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Abstrak 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Kelompok 
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, 
Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal produk Kopi 
Sako Lemo Nakai yang sempat tertunda. Pendampingan dilakukan melalui tahapan 
survei dan identifikasi permasalahan, edukasi mengenai sertifikat halal, serta 
kelanjutan administrasi sertifikasi secara kolaboratif bersama Laboratorium Halal UIN 
Fatmawati Sukarno (FAS) Bengkulu. Proses pendampingan meliputi pemulihan akun 
Sistem Informasi Halal (SIHALAL), pengecekan kelengkapan dokumen, serta verifikasi 
proses produksi untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan memenuhi ketentuan 
halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan 
kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya 
sertifikasi halal serta berhasil mendorong terbitnya sertifikat halal oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kegiatan ini diharapkan dapat 
menjadi model pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro berbasis 
komunitas. 
 
 

Abstract 
This community service activity aims to assist the Social Forestry Business Group 
(KUPS) of Batu Raja Rejang Village, Hulu Palik District, North Bengkulu Regency in 
completing the halal certification process for Sako Lemo Nakai Coffee products, which 
had been delayed. The assistance was carried out through stages of survey and 
problem identification, education on halal certification, and collaborative continuation 
of the certification administration with the Halal Laboratory of UIN Fatmawati Sukarno 
(FAS) Bengkulu. The assistance process included restoring the Halal Information 
System (SIHALAL) account, checking the completeness of documents, and verifying 
the production process to ensure that the products are safe for consumption and meet 
halal requirements. The results of the activity show that structured and collaborative 
assistance can increase business actors' understanding of the importance of halal 
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certification and successfully encourage the issuance of halal certificates by the Halal 
Product Guarantee Agency (BPJPH). This activity is expected to become a model for 
halal certification assistance for community-based micro businesses. 
 
Kata kunci: pendampinga;sertifikasi halal;legalitas produk halal 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Desa Batu Raja Rejang merupakan desa masyarakat Suku Rejang yang 

hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan kehidupan agraris 

secara turun-temurun. Aktivitas pertanian dan peternakan dilakukan secara kolektif 

dengan sistem sosial yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, serta 

musyawarah adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Di tengah 

kuatnya pelestarian tradisi tersebut, masyarakat Desa Batu Raja Rejang 

menunjukkan keterbukaan terhadap perkembangan teknologi dan pendidikan, 

khususnya dalam sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, sebagai 

upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. 

Keterbukaan ini mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 

(KUPS) Desa Batu Raja Rejang sebagai bagian dari program Perhutanan Sosial 

yang didukung pemerintah. Melalui Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, 

masyarakat mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif berbasis potensi 

lokal, antara lain kerajin anyaman, ecoprint, pengelolaan wisata Air Terjun Lemo 

Nakai, dan produksi bubuk kopi. Dari beberapa unit usaha tersebut, hanya 

kelompok produksi bubuk kopi yang menghasilkan produk konsumsi, yaitu Kopi 

Sako Lemo Nakai, yang memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan secara lebih 

luas. 

Namun demikian, hingga saat ini produk Kopi Sako Lemo Nakai belum 

memiliki sertifikat halal. Meskipun pengajuan sertifikasi halal telah dilakukan sejak 

Oktober 2024, proses tersebut belum menghasilkan penerbitan sertifikat hingga 

satu tahun kemudian. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman 

pelaku usaha terkait prosedur teknis dan administratif sertifikasi halal, yang 

berdampak pada rendahnya semangat dan kesadaran untuk menyelesaikan 

proses tersebut. Sebagian anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 

masih memandang sertifikasi halal sebagai proses yang rumit, memakan waktu, 

dan tidak bersifat mendesak. 

Padahal, pada era ekonomi modern, sertifikat halal tidak hanya berfungsi 

sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai instrumen legal strategis 

untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta memenuhi 

persyaratan perdagangan nasional dan internasional. Urgensi sertifikasi halal di 



 

 

 

 

 

Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 11, No. 1, 2026 

50 

Indonesia diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan 

sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada 

pendampingan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan legalitas produk Kopi 

Sako Lemo Nakai yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Desa 

Batu Raja Rejang, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, 

motivasi, serta keberhasilan pelaku usaha desa dalam memperoleh sertifikat halal 

dan memperkuat keberlanjutan usaha berbasis potensi lokal. 

 

2. Metode Penelitian ABCD 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan 

Asset Based Community Development (ABCD), yaitu metode pemberdayaan yang 

menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. 

Aset yang dimaksud meliputi potensi sumber daya manusia, modal sosial, serta 

sumber daya alam yang ada di masyarakat Desa Batu Raja Rejang. 

Metode ABCD dilaksanakan melalui lima tahapan. Tahap discovery dilakukan 

untuk mengidentifikasi kondisi, permasalahan, dan potensi Kelompok Usaha 

Perhutanan Sosial (KUPS) melalui wawancara dengan pengurus kelompok. Tahap 

dream diarahkan pada penggalian harapan dan cita-cita masyarakat, khususnya 

keinginan KUPS agar produk Kopi Sako Lemo Nakai memperoleh sertifikat halal 

sebagai penguatan legalitas dan daya saing produk. 

Selanjutnya, tahap design dilakukan dengan merancang rencana aksi secara 

partisipatif yang berfokus pada penguatan literasi dan kesadaran pentingnya 

sertifikasi halal. Tahap define merupakan tahap implementasi program berupa 

edukasi dan pendampingan sertifikasi halal, meliputi pemahaman konsep, dasar 

hukum, prosedur administratif, serta teknis pengajuan sertifikat halal pada produk 

Kopi Sako Lemo Nakai. 

Tahap terakhir adalah refleksi, yang dilakukan sebagai evaluasi untuk menilai 

efektivitas program pendampingan, tingkat pemahaman dan semangat anggota 

KUPS, serta keberlanjutan upaya peningkatan legalitas produk halal berbasis 

potensi lokal. 

 

3. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt) 

3.1 Edukasi Sertifkat Halal  

Pada tanggal 22 Oktober 2025, kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan dalam bentuk edukasi sertifikasi halal kepada anggota Kelompok 

Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kesiapan 
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anggota KUPS dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal produk Kopi Sako 

Lemo Nakai secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

 
Gambar 1. Edukasi sertifikat halal 

Edukasi dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, 

serta tanya jawab yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemahaman 

peserta. Metode ini dipilih agar materi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga 

mudah dipahami dan dapat langsung diaplikasikan dalam praktik pengurusan 

sertifikat halal. Adapun materi edukasi sertifikasi halal yang diberikan meliputi 

beberapa pokok bahasan utama sebagai berikut: 

3.1.1 Pengertian sertifkat halal 

Materi diawali dengan penjelasan mengenai pengertian sertifikat halal 

sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah 

memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat 

halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) setelah produk melalui tahapan pemeriksaan dan penetapan 

kehalalan. Pemahaman ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal 

kepada peserta mengenai posisi sertifikat halal sebagai bentuk legalitas 

produk. 

3.1.2 Dasar hukum sertifikat halal di inonesia 

Peserta diberikan pemahaman mengenai dasar hukum sertifikat halal di 

Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal serta peraturan pelaksanaannya. Materi ini 

menekankan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi 

produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, sehingga pelaku 

usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan tersebut. 

3.1.3 Lembaga terkait sertifikat halal 

Materi selanjutnya membahas lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

penyelenggaraan sertifikasi halal, antara lain Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pihak penerbit sertifikat halal, 
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Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pihak yang melakukan 

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, serta Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang berwenang dalam penetapan kehalalan produk. 

Pemahaman mengenai peran masing-masing lembaga bertujuan untuk 

menghindari kebingungan dalam proses pengajuan sertifikat halal. 

3.1.4 Prosedur sertifikasi halal 

Materi prosedur sertifikat halal disampaikan secara rinci, meliputi 

tahapan pendaftaran melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL), 

pengisian data usaha dan produk, pengunggahan dokumen persyaratan, 

pemeriksaan oleh LPH, penetapan kehalalan, hingga penerbitan 

sertifikat halal oleh BPJPH. Pada bagian ini, peserta juga diberikan 

penjelasan mengenai kesalahan administratif yang sering terjadi serta 

cara menghindarinya agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan 

lancar. 

3.1.5 Manfaat Sertifikat Halal 

Materi terakhir membahas manfaat sertifikat halal bagi pelaku usaha, 

antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya 

saing produk, memperluas akses pasar, serta menjadi salah satu syarat 

penting dalam distribusi dan perdagangan produk, baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Penjelasan ini diharapkan mampu 

menumbuhkan kesadaran dan motivasi anggota KUPS untuk 

menyelesaikan proses sertifikasi halal secara tuntas. 

 

 

3.2 Proses Sertifikat Halal 

3.2.1 pendampingan pemberkasan sertifikasi halal untuk melanjutkan 

proses yang tertunda 

Setelah pelaksanaan agenda edukasi sertifikat halal, kegiatan 

pengabdian dilanjutkan dengan pendampingan teknis berupa proses 

pemberkasan sertifikat halal sebagai tindak lanjut nyata dari peningkatan 

pemahaman yang telah diberikan kepada anggota Kelompok Usaha 

Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang. Tahapan ini menjadi 

krusial karena pemahaman konseptual mengenai sertifikasi halal harus 

diiringi dengan kemampuan praktis dalam memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis agar legalitas produk dapat diperoleh secara 

resmi. 

Tahap awal pendampingan difokuskan pada pemulihan akun 

administrasi sertifikasi halal yang sebelumnya mengalami kendala. 

Permasalahan yang dihadapi meliputi lupa kata sandi, alamat surat 

elektronik yang tidak dapat diakses, serta keterbatasan informasi terkait 
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akun pendamping sertifikasi halal sebelumnya. Proses pemulihan akun 

dilakukan melalui penelusuran data usaha, penyesuaian dengan Nomor 

Induk Berusaha (NIB), serta koordinasi dengan pihak terkait hingga 

seluruh akun yang dibutuhkan dapat diakses kembali. Pemulihan akun 

ini menjadi prasyarat utama agar proses pemberkasan dapat dilanjutkan 

melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). 

Setelah akun berhasil dipulihkan, kegiatan pendampingan 

dilanjutkan dengan penyusunan dan pengecekan kelengkapan dokumen 

administrasi. Dokumen yang diverifikasi meliputi data pelaku usaha, 

informasi produk, bahan baku yang digunakan, proses produksi, serta 

dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. 

Pada tahap ini, pendampingan dilakukan secara intensif untuk 

memastikan bahwa seluruh data yang diunggah telah sesuai, konsisten, 

dan memenuhi standar yang dipersyaratkan, sehingga dapat 

meminimalkan risiko penolakan dalam proses verifikasi. 

Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap produk Kopi Sako 

Lemo Nakai dari aspek kehalalan dan keamanan konsumsi. Pengecekan 

ini mencakup penelusuran asal bahan baku kopi, proses pengolahan, 

peralatan yang digunakan, serta sistem penyimpanan dan pengemasan 

produk. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa bahan baku kopi berasal 

dari kebun milik masyarakat setempat dan proses pengolahannya tidak 

menggunakan bahan tambahan yang berpotensi mengandung unsur 

nonhalal. Dengan demikian, produk Kopi Sako Lemo Nakai dinilai aman 

untuk dikonsumsi dan memenuhi prinsip kehalalan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 
Gambar 2. Penyerahan sertifikat kepada kepala pengelola bubuk 

kopi sako lemo nakai sekaligus melanjutkan pemberkasan administrasi 

sertifikat halal 
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3.2.2 Kelanjutan administrasi sertifikat halal dilaksanakan secara 

kolaboratif bersama Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno 

(FAS) Bengkulu  

Pendampingan sertifikasi halal dilakukan secara kolaboratif antara 

pendamping dan Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno (FAS) 

Bengkulu. Kolaborasi ini diawali dengan koordinasi untuk melanjutkan 

administrasi sertifikasi halal yang sebelumnya tertunda, dilanjutkan 

dengan pendampingan dalam pemenuhan dan penyesuaian dokumen 

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, proses 

pengajuan dan verifikasi administrasi dilakukan melalui sistem yang 

ditetapkan dengan pengawalan dari pihak Laboratorium Halal, termasuk 

pengecekan kesesuaian data usaha dan produk Kopi Sako Lemo Nakai. 

Melalui kerja sama yang berkesinambungan tersebut, seluruh tahapan 

sertifikasi dapat diselesaikan secara sistematis hingga sertifikat halal 

diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

 
Gambar 3. Proses sertifikat halal Bersama laboraturium halal UIN 

FAS Bengkulu 

 

 

3.2.3 penyerahan sertifikat halal  

Setelah sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan 

penyerahan sertifikat halal kepada Kepala Pengelola Bubuk Kopi Sako 

Lemo Nakai pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa 

Batu Raja Rejang. Penyerahan sertifikat halal ini menjadi simbol resmi 

keberhasilan proses pendampingan serta menandai diperolehnya 

legalitas halal atas produk Kopi Sako Lemo Nakai. Selain sebagai bukti 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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penyerahan sertifikat halal juga diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing produk, serta 

mendorong keberlanjutan usaha berbasis potensi lokal yang dikelola 

oleh KUPS Desa Batu Raja Rejang. 

 
Gambar 3. Penyerahan sertifikat halal kepada ketua bidang pengelola 

bubuk kopi sako lemo nakai 

4. Kesimpulan dan Saran  

4.1  kesimpulan  

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada produk Kopi Sako Lemo Nakai 

yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja 

Rejang telah berjalan dengan baik dan berhasil menyelesaikan proses 

sertifikasi halal yang sempat tertunda. Pendampingan dilakukan secara 

kolaboratif bersama Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno (FAS) 

Bengkulu, mulai dari edukasi sertifikasi halal, kelanjutan administrasi, hingga 

terbitnya sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur 

dan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha serta 

mendorong pemenuhan legalitas produk halal. 

4.2 Saran 

Kegiatan pendampingan serupa disarankan untuk terus dilakukan secara 

berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kelompok usaha 

berbasis masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital 

dan pemahaman regulasi halal. Selain itu, peningkatan kerja sama antara 

pelaku usaha, pendamping, dan lembaga halal perlu diperkuat agar proses 

sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien di masa mendatang. 
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